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ABSTRAK

 Latar belakang penel�t�an �n� adalah pemberlakuan Undang-undang Hak C�pta baru. D� 

s�s� la�n, Ekonom� Kreat�f semak�n d�harapkan dapat menjad� andalan perekonom�an nas�onal, 

sebaga�mana d�sampa�kan Pres�den Joko W�dodo dalam d�alog ekonom� kreat�f pada acara Temu 

Kreat�f Nas�onal 2015 d� BSD C�ty, Tangerang, 4 Agustus yang baru lalu (Kompas 5 Agustus 

2015, Hlm 19). Pemberlakuan sebuah undang undang baru tentu d�maksudkan agar mengatur 

secara leb�h ba�k, lengkap, dan efekt�f. Sesua� tujuan Hukum (termasuk Hukum B�sn�s), yakn� 

: Kead�lan, Kemanfaatan, dan Kepast�an Hukum, maka makna / pengert�an “pengaturan secara 

leb�h ba�k” tersebut tentunya terka�t Tujuan Hukum tersebut. 

Tujuan Penel�t�an �n� adalah mengetahu� dasar pert�mbangan pemberlakuan UU Hak C�pta 

yang baru (UU Nomor 28 Tahun 2014) dan hal-hal baru apa saja yang d�atur dalam UU Hak 

C�pta (UUHC) baru tersebut, juga untuk mengetahu� baga�mana pengaturan UU Hak C�pta 

(UUHC) baru tentang Ekonom� Kreat�f dan baga�mana pred�ks� akan dampak UUHC baru 

terhadap Ekonom� Kreat�f.  

Metode penel�t�an yang d�pergunakan dalam melaksanakan penel�t�an adalah metode 

penel�t�an hukum normat�f, yang merupakan penel�t�an kual�tat�f, melalu� pelaksanaan r�set 

kepustakaan dengan sumber data utama berupa bahan hukum pr�mer yakn� undang-undang 

(khususnya Undang-undang Hak C�pta yang baru yakn� Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2014). 

Landasan Teor� dalam penel�t�an �n� adalah Teor� Tujuan Hukum (khususnya Teor�  

Ut�l�tar�an�sme Hukum) dan Teor� Ikl�m Investas�. 

Kes�mpulan Penel�t�an �n� adalah sebaga� ber�kut : Alasan pemberlakuan UUHC Baru, 

yang merupakan alasan pal�ng utama adalah bahwa Undang-Undang 19 / 2002 sudah t�dak 

sesua� dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat seh�ngga perlu d�gant� dengan 

Undang-Undang yang baru. UUHC Baru dalam beberapa pengaturannya (m�salnya tentang 

penyempurnaan aturan tentang Fonogram, F�ksas�, Pend�str�bus�an, Royalt�, Lembaga Manajemen 

Kolekt�f, Pembajakan) tampaknya akan berdampak pos�t�f terhadap Ekonom� Kreat�f, antara la�n 

men�ngkatkan kepast�an hukum, dan pada g�l�rannya men�ngkatkan kemanfaatan sebaga�mana 

menjad� tujuan dar� Hukum.

Kata Kunci : Undang Undang Hak Cipta Baru, UU Nomor 28 Tahun 2014, Ekonomi Kreatif. 
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ABSTRACT

 

The background of this research is the promulgation of a new Copyright Law. At the other 

side, The “Creative Economic” has been more relied on to become the backbone of Indonesian 

National Economic, as stated by President Joko Widodo in “Creative Economic Dialogue 2015” 

at BSD City Tangerang, on August 4th. Promulgation of an Law / Act is intended to be better 

in regulating, in term of more complete, comprehensive, and effective. In accordance with The 

Theory on The Objective of Law, which consists of Justice, Utility, and Legal Certainty, therefore 

the meaning of “better regulating” will related to the such Objective of Law. 

The objective of this rsearch is to know the reason and consideration of promulgation of 

new Copyrights Law, and to know what are the new norms in that new Law, and also to know how 

the new Law regulates regarding Creative Economic, and the the prediction on the implication of 

promulgation of this new Law toward the Creative Economic. 

The research method employed in this research is The Normative Legal Research, which 

is a qualitative research, by conducting library research with the main source in the form of 

“Primary legal Materials” or “Law”, it is The Law number 28 of 2014 regarding Law of 

Copyrights. The theory basics of this research is Theory on Objective of Law and Theory on 

Investment Climate and Law. 

The conclusions of this researh are : The reason of promulgation of new Copyrights Law 

is, mainly, that the existing Law (Law number 19 / 2002) has been deemed unsuitable with the 

progress nowadays and therefore should be replaced by a new Law. Some new provisions in the 

new Law (such as : regarding Fonogram, Fixation, Distribution, Royalty, Collective Management 

Institution, etc.) seems will rise positive consequences toward the Creative Economic, among 

others, in increasing the degree of certainty, which will in turn, improving the utility, as becomes 

the objective of the Law.

Keywords : The New Indonesian Law Regarding Copyrights and Related Rights, The Law 

Number 28 of 2014, Creative Economic. 

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Latar belakang penel�t�an �n� adalah pemberlakuan Undang-undang Hak C�pta baru yang 

menggant�kan undang undang Hak C�pta sebelumnya (yang berlaku sejak 2002 ; 13 tahun yang 

lalu). D� s�s� la�n, Ekonom� Kreat�f semak�n d�harapkan dapat menjad� andalan perekonom�an 

nas�onal, sebaga�mana d�antaranya d�sampa�kan Pres�den Joko W�dodo dalam d�alog dengan 

pelaku ekonom� kreat�f pada acara Temu Kreat�f Nas�onal 2015 d� Indonesia Convention 

Exhibition  (ICE) BSD C�ty, Tangerang, tanggal 4 Agustus yang baru lalu (Kompas 5 Agustus 

2015, Hlm 19). Pres�den Joko W�dodo menyatakan, sudah saatnya ekonom� kreat�f menjad� 

tulang punggung perekonom�an nas�onal. Potens� besar ekonom� nas�onal dapat member� efek 

lompatan besar bag� perekonom�an bangsa �n�. Ekonom� kreat�f d�harapkan tumbuh dar� bawah. 

Pres�den juga menyatakan, lompatan ekonom� potens�al d�lakukan melalu� ekonom� kreat�f, 

dar� perekonom�an yang mengandalkan sumber daya alam menjad� perekonom�an �ndustr� kreat�f. 
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Pres�den mendorong pelaku ekonom� kreat�f membuat peta jalan yang jelas bag� pengembangan 

�ndustr� �n� untuk 10-20 tahun mendatang, karena para pelaku ekonom� kreat�f lah yang tahu, 

bukan pemer�ntah, karena �tu kata Pres�den, tolong d�sampa�kan kepada Pemer�ntah melalu� 

Badan Ekonom� Kreat�f seh�ngga Pemer�ntah tahu apa yang harus d�lakukan ke depan, dem�k�an 

kata Pres�den d� depan para peserta acara Temu Kreat�f Nas�onal tersebut.   

Dalam ber�ta d� Kompas tanggal 5 Agustus 2015 tersebut juga d�sebutkan bahwa acara 

�n� d�maksudkan untuk membuka jalur d�alog �nformal bag� para pelaku tentang persoalan yang 

mereka hadap�. D�sebutkan juga bahwa k�ta t�dak �ng�n hanya menjad� pasar tetap� pelaku. 

Pres�den juga mengatakan �ndustr� kreat�f akan mendorong �novas� yang menghad�rkan n�la� 

tambah yang leb�h t�ngg�. Industr� �n� leb�h ramah l�ngkungan dan menguatkan c�tra �dent�tas 

budaya. Juga d�sebutkan tentang beberapa b�dang Ekonom� Kreat�f yang mencakup : Kul�ner, 

Fash�on, Keraj�nan, Penerb�tan, Desa�n, Peny�aran, Ars�tektur, R�set, Komputer dan Software. 

Sementara �tu Undang Undang Hak C�pta yang lama (Tahun 2002), yang dalam r�set 

sebelumnya telah penul�s tel�t�, saat �n� telah d�gant� dengan undang undang Hak C�pta yang baru 

(UU 28 / 2014). Walaupun antara kedua hal tersebut d� atas bukan merupakan hubungan sebab 

ak�bat atau punya keterka�tan satu sama la�n, dalam art� bahwa pemberlakuan UU baru tersebut 

bukan semata-mata d�tujukan untuk pengembangan Ekonom� Kreat�f, namun Penul�s mel�hat 

peran pent�ng dar� regulas�, khususnya yang mengatur hak c�pta dalam pengembangan ekonom� 

kreat�f. Pemberlakuan sebuah undang undang baru tentunya d�maksudkan untuk mengatur secara 

leb�h ba�k, lengkap, dan efekt�f. Sesua� dengan tujuan Hukum (termasuk Hukum B�sn�s), yakn� 

: Kead�lan, Kemanfaatan, dan Kepast�an Hukum. Dalam pada �tu maka makna atau pengert�an 

“pengaturan secara leb�h ba�k” tersebut tentunya terka�t dengan tujuan hukum tersebut.

Sebaga�mana d�maklum�, penel�t�an �n� berada dalam l�ngkup kaj�an Hukum B�sn�s. Hukum 

B�sn�s merupakan salah satu matakul�ah yang d�tawarkan atau d�ajarkan kepada para Mahas�swa 

Program S1 Manajemen semua konsentras� d� STIMI Handayan� Denpasar dan Fakultas Fakultas 

Ekonom� d� seluruh Indones�a. Salah satu dasar pem�k�ran pal�ng sederhana perlunya matakul�ah 

�n� adalah kenyataan bahwa aspek-aspek hukum dalam ekonom� / b�sn�s sangatlah pent�ng. 

Dapat d�umpamakan bahwa ber-ekonom� tanpa men�mbang aspek hukum adalah �barat berjalan 

d� hutan r�mba tanpa rambu dan kompas. Dapat tersesat dan meleset dar� tujuan. Ungkapan la�n 

yang kerap d�sebutkan mengena� pent�ngnya Hukum B�sn�s dalam melakukan B�sn�s adalah 

bahwa : j�ka berb�sn�s tanpa mengetahu� hukum b�sn�s, b�sa jad�, maunya untung malah jad� 

buntung. Ungkapan �n� menegaskan bahwa tanpa pemahaman hukum, maka b�sn�s b�sa justru 

menjad� sumber kerug�an, ak�bat adanya gugatan/tuntutan hukum, yang dapat bersumber dar� 

kekurangtahuan / kekurangpahaman terhadap aturan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang d� atas, rumusan masalah penel�t�an �n� adalah : 

1. Apa dasar pert�mbangan penggant�an UU Hak C�pta dan pengaturan baru apa yang 

terdapat dalam UU Hak C�pta baru d�band�ngkan UU Hak C�pta sebelumnya ? 

2. Baga�mana �s� pengaturan UU Hak C�pta yang baru mengena� Ekonom� Kreat�f dan 

baga�manakah pred�ks� akan dampaknya terhadap Ekonom� Kreat�f ? 
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C. Konsep 

Dalam penel�t�an �n� d�pergunakan beberapa konsep ber�kut yang dapat d�jelaskan sebaga� 

ber�kut �n�. Yang d�maksud Undang Undang Hak C�pta Baru Tahun 2014 adalah Undang Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak C�pta. Undang Undang (UU) �n� menggant�kan UU Nomor 

19 tahun 2002 tentang Hak C�pta. Yang d�maksud dengan pred�ks� adalah perk�raan akan apa 

yang akan terjad�. Yang d�maksud dengan dampak adalah ak�bat atau konsekuens� dar� suatu hal. 

Yang d�amaksud dengan Ekonom� Kreat�f adalah keseluruhan aturan, keb�jakan, keg�atan dalam 

b�dang ekonom� yang berka�tan dengan kreat�f�tas para pelaku ekonom� tersebut, yang untuk 

mudahnya memaham�, adalah yang mel�put� subsektor ekonom� ber�kut �n� : 1) Ars�tektur; 2) 

Desa�n; 3) F�lm,V�deo & Fotograf�; 4) Kul�ner; 5) Keraj�nan; 6) Mode; 7) Mus�k; 8) Penerb�tan 

dan Percetakan; 9) Perma�nan Interakt�f; 10) Per�klanan; 11) R�set dan Pengembangan; 12) 

Sen� Rupa; 13) Sen� Pertunjukan; 14) Teknolog� Informas�; dan 15) Telev�s� dan Rad�o (www.

parekraf.go.id, 2014 a)

II. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 

Landasan teoret�k penel�t�an �n� mencakup : Teor� Tujuan Hukum (bahwa tujuan hukum 

adalah kead�lan, kemanfaatan, dan kepast�an), khususnya dalam konteks �n� Teor� Hukum 

Ut�l�tar�an�sme, yang r�ngkasnya menyatakan bahwa tujuan Hukum adalah member�kan manfaat 

sebesar-besarnya bag� sebanyak-banyaknya orang (anggota masyarakat). Sela�n teor� tersebut, 

r�set �n� d�landas� pula oleh sebuah teor� dalam b�dang Ekonom� yang laz�m d�sebut sebaga� teor� 

tentang hubungan antara kepast�an hukum dan �kl�m �nvestas� / �kl�m dun�a usaha, yang secara 

sederhananya bahwa semak�n t�ngg� t�ngkat kepast�an hukum maka semak�n ba�k dan menar�k 

�kl�m �nvestas�/usaha d� suatu negara/daerah, yang berart� pula semak�n t�ngg� ket�dak-past�an 

hukum maka semak�n t�dak menar�k pula �kl�m �nvestas� / �kl�m usaha d� suatu negara / daerah 

yang bersangkutan.

B. Tinjauan Pustaka 

 Undang Undang adalah sebuah �nstrumen regulas� sah dalam suatu negara. Undang 

Undang d�bentuk melalu� prosedur tertentu sebaga�mana d�tetapkan dalam konst�tus� atau hukum 

dasar yang berlaku d� negara tersebut. Secara substant�f Undang Undang d�buat berdasarkan 

berdasarkan suatu f�losof� atau s�stem n�la� tertentu yang kemud�an melalu� Undang Undang 

tersebut hendak d�wujudnyatakan dalam keh�dupan bermasyarakat. 

Penel�t�an �n� berka�t dengan penel�t�an Penul�s pada Tahun 2014 yang berjudul Peraturan 

Perundangan tentang HKI (Khususnya UU Hak C�pta dan UU Desa�n Industr�) Dan Pengembangan 

Ekonom� Kreat�f. Dalam penel�t�an 2014 �tu penul�s menel�t� antara la�n mengena� pasal pasal 

mana dalam Undang Undang Hak C�pta yang berlaku saat �tu (UU Nomor 19 Tahun 2002) 

yang mendukung pengembangan ekonom� kreat�f. Penel�t�an sebelumnya tersebut berjudul 

Peraturan Perundangan tentang HKI (Khususnya UU Hak C�pta dan UU Desa�n Industr�) Dan 

Pengembangan Ekonom� Kreat�f,  antara la�n telah menghas�lkan kes�mpulan sebaga� ber�kut : 

Pertama, bahwa terdapat ketentuan yang memada� dalam UU Hak C�pta (UU Nomor 19 Tahun 

2002) dan UU Desa�n Industr� (UU Nomor 31 Tahun 2000) yang mendukung pengembangan 
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ekonom� kreat�f. Adapun ketentuan tersebut mel�put� pasal-pasal ber�kut : Pasal 5, 7, 10, 12, 56, 

dan 62 ayat 1 Undang-Undang Hak C�pta. 

Selanjutnya, d�s�mpulkan bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penegakan hukum 

HKI, perlu d�pert�mbangkan penyempurnaan mengena� hal-hal ber�kut �n� : ketentuan umum 

atau def�n�s� dar� berbaga� �st�lah / konsep / pengert�an yang d�atur atau d�pergunakan dalam 

undang-undang tersebut, l�ngkup c�ptaan dan desa�n �ndustr� yang d�l�ndung�, tatacara 

penyelesa�an sengketa yang cepat efekt�f sederhana¸ tatacara penegakan hukum yang juga cepat 

efekt�f sederhana dan tentu berkead�lan (ba�k dar� seg� prosedur / hukum acara maupun dar� seg� 

ketentuan mater��l / substant�f hukum). Khusus terka�t penegakan hukum HKI dalam hubungan 

dengan ekonom� kreat�f, perlu pengawasan leb�h melekat oleh p�hak berwenang terhadap proses 

dan lembaga penegakan hukum HKI agar leb�h menjam�n kepast�an dan perl�ndungan hukum 

bag� seluruh warganegara, utamanya yang berkec�mpung dalam b�dang ekonom� kreat�f. 

Pos�s� penel�t�an �n� terhadap penel�t�an sebelumnya (tahun 2014) adalah, dalam penel�t�an 

2014 tersebut yang menjad� masalah penel�t�an adalah : 1) Adakah dan ketentuan manakah 

dalam UU 19/2002 (UU Hak C�pta) dan UU 31/2000 (UU Desa�n Industr�) yang mendukung 

pengembangan ekonom� kreat�f ? ; dan 2). Apa yang perlu d�lakukan dalam penyempurnaan dan 

penegakan hukum HKI untuk mengopt�malkan perl�ndungan dan kepast�an bag� para pelaku 

ekonom� kreat�f ? Sedangkan dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah mengena� Undang 

Undang Hak C�pta yang baru (yang menggant�kan UU Hak CIpta tahun 2002 tersebut). Dengan 

dem�k�an jelas bahwa penel�t�an �n� berka�tan dengan penel�t�an 2014 tersebut, bahkan dapat 

d�katakan merupakan t�ndak lanjut dar� penel�t�an tersebut. Dengan dasar pert�mbangan antara 

la�n bahwa sebuah penel�tan harus member�kan kemanfaatan dan juga kemutakh�ran dar� has�l 

penel�t�annya, maka pelaksanaan penel�t�an �n� menjad� pent�ng dan relevan dengan kebutuhan 

akan kejelasan dan potens� manfaat ataupun masalah yang dapat muncul dar� pemberlakuan 

Undang Undang Hak C�pta baru �n�. 

Dalam suatu Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menyusun Rencana 

Pengembangan Subsektor Ekonom� Kreat�f Nas�onal 2015-2019 d� Bala�rung Soes�lo Soedarman, 

Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kantor Kementer�an Parekraf, tanggal 11 Jun� 2014 yang lalu (www.

parekraf.go.id, 2014 a). Menparekraf mengatakan, ekonom� kreat�f merupakan sektor penggerak 

yang dapat menc�ptakan daya sa�ng. Oleh karena �tu, untuk mempercepat pengembangan 

ekonom� kreat�f l�ma tahun ke depan (2015-2019) perlu d�susun rencana pengembangan mas�ng-

mas�ng subsektor ekonom� kreat�f dengan mel�batkan seluruh stakeholder ekonom� kreat�f 

(pelaku/prakt�s�, akadem�s�, komun�tas maupun �nstans� terka�t). Subsektor ekonom� kreat�f yang 

d�maksud, ya�tu: 1) Ars�tektur; 2) Desa�n; 3) F�lm,V�deo & Fotograf�; 4) Kul�ner; 5) Keraj�nan; 

6) Mode; 7) Mus�k; 8) Penerb�tan dan Percetakan; 9) Perma�nan Interakt�f; 10) Per�klanan; 11) 

R�set dan Pengembangan; 12) Sen� Rupa; 13) Sen� Pertunjukan; 14) Teknolog� Informas�; dan 

15) Telev�s� dan Rad�o (www.parekraf.go.id, 2014 a). 

Mar� Pangestu yang merupakan Menter� Parekraf pada saat �tu, menekankan tujuh �su 

strateg�s yang menjad� potens� maupun tantangan yang perlu mendapatkan perhat�an para 

pemangku kepent�ngan dalam pengembangan ekonom� kreat�f, ya�tu: (1) Ketersed�aan sumber 

daya kreat�f yang profes�onal dan kompet�t�f; (2) Ketersed�aan sumber daya alam yang 

berkual�tas, beragam, dan kompet�t�f; dan sumber daya budaya yang mudah d�akses; (3) Industr� 
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yang berdaya sa�ng, tumbuh, dan berragam; (4) Ketersed�aan pemb�ayaan; (5) Perluasan pasar 

bag� karya kreat�f; (6) Ketersed�aan �nfrastruktur dan teknolog� yang sesua� dan kompet�t�f; dan 

(7) Kelembagaan yang mendukung (www.parekraf.go.id, 2014 b). 

Fokus pengembangan subsektor ekonom� kreat�f per�ode 2015-2019 adalah pen�ngkatan 

daya sa�ng �ndustr� kreat�f. D�targetkan kontr�bus� PDB ekonom� kreat�f h�ngga 8-9% d�mana 

saat �n� ekonom� kreat�f telah berkontr�bus� 7% dengan t�ngkat pertumbuhan 5,76%. (www.

parekraf.go.id, 2014 a). Dengan dem�k�an tampak bahwa potens� ekonom� kreat�f adalah sangat 

besar dalam perekonom�an k�ta. Hal �n� perlu d�dukung oleh perangkat regulas� yang mampu 

menc�ptakan �kl�m kondus�f bag� berkembang opt�malnya kreat�f�tas dar� para pelaku ekonom� 

kreat�f serta masyarakat luas, termasuk efekt�fnya perl�ndungan terhadap hak-hak ekonom� 

semua p�hak yang terl�bat dalam ekonom� kreat�f, seh�ngga pada g�l�rannya nant� terc�pta kond�s� 

yang sangat mendukung pengembangan ekonom� kreat�f d� seluruh Indones�a.

Menurut Panja�tan (2003; Dalam Harjono, 2007)  ada t�ga faktor yang mempengaruh� 

�nvestas� : 1. Faktor pol�t�k, faktor �n� sangat berpengaruh terhadap �kl�m usaha yang kondus�f. 

; 2. Faktor ekonom�, faktor pol�t�k dan faktor ekonom� sangat terka�t dan sal�ng mempengaruh�. 

Kond�s� ekonom� akan berdampak pada kekhawat�ran para �nvestor untuk ber�nvestas�. Sebaga� 

bag�an dar� ekonom�, keb�jakan f�skal dan moneter sangat mempengaruh� m�nat �nvestas�.; 3. 

Faktor hukum, hal �n� berka�tan dengan perl�ndungan yang d�ber�kan oleh pemer�ntah bag� 

keg�atan �nvestas�. S�stem hukum harus menc�ptakan kepast�an, kead�lan, dan ef�s�ens�. 

Menurut Harjono (2007), faktor yang mempengaruh� �nvestas� terbag� menjad� dua 

kelompok besar ya�tu faktor dalam neger� dan luar neger�. Faktor dalam neger� antara la�n : 1). 

Stab�l�tas pol�t�k dan ekonom�, 2). Keb�jakan m�salnya deregulas� dan deb�rokras�, 3). Pembebasan 

dan pelonggaran beberapa pajak (�nsent�f), 4). Ketersed�aan sumber daya alam yang mel�mpah, 

5). Ikl�m dan letak geograf�s serta kebudayaan dan ke�ndahan alam, 6). Sumber daya manus�a 

dengan upah yang cukup kompet�t�f (Harjono, 2007). Adapun beberapa faktor luar neger� antara 

la�n : apres�as� mata uang dan faktor tenaga kerja.

Dar� t�njauan terhadap tul�san d� atas, dapat d�l�hat jelas bahwa terdapat hubungan antara 

hukum dengan usaha / �nvestas�. Sela�n �tu, dasar konseps�onal yang d�jad�kan perspekt�f dalam 

penel�t�an �n� adalah suatu pem�k�ran dalam f�lsafat hukum mengena� tujuan hukum, sebaga�mana 

d�s�nggung sek�las dalam landasan teor�, bahwa dalam semua buku �lmu hukum dan/atau f�lsafat 

hukum, pem�k�ran �n� d�s�nggung mesk�pun s�ngkat, karena �tu t�dak perlu d�sebutkan dalam 

buku mana saja teor� �n� dapat d�baca, karena dapat d�katakan dapat d�temukan pada semua buku 

hukum yang membahas teor� hukum / f�lsafat hukum. Namun sebaga� sekadar contoh dapat 

d�l�hat dalam buku �n� (Fuady, 2005).

III. METODE PENELITIAN

Metodolog� dalam Kaj�an Hukum B�sn�s pada dasarnya berakar pada Metodolog� Ilmu 

Hukum (sebaga� �nduk dar� Hukum B�sn�s), namun karena kaj�an hukum b�sn�s mem�l�k� ke-khas-

an berupa d�nam�ka yang t�ngg� dalam b�dang ekonom� dan b�sn�s, maka metodolog� penel�t�an 

dan pendekatan dalam Hukum B�sn�s pun mest� mampu menyesua�kan d�r� pula secara d�nam�s, 

mesk�pun bukan berart� harus keluar atau men�nggalkan pola pendekatan khas Ilmu Hukum 

yang menjad� s�fat dasarnya. 
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Metode penel�t�an yang d�pergunakan dalam melaksanakan penel�t�an �n� adalah metode 

khas dalam khasanah Ilmu Hukum, yang laz�m d�kenal dengan �st�lah Metode Penel�t�an Hukum 

Normat�f, yang j�ka d�l�hat dar� jen�s penel�t�an adalah merupakan jen�s penel�t�an kual�tat�f. 

Sebaga�mana telah d�ketahu�, salah satu c�r� khas penel�t�an kual�tat�f adalah penel�t�an yang 

berusaha untuk mencar� makna / gagasan dar� t�ndakan atau per�st�wa sos�al tertentu, dan karena 

�tu maka pelaksanaan dan pelaporan penel�t�an kual�tat�f t�daklah menggunakan angka-angka 

(dan/atau rumus-rumus pengolahan data angka) dalam melakukan anal�s�s ataupun melaporkan 

has�l penel�t�annya. Penel�t�an kual�tat�f juga dapat d�lakukan untuk mencar� hubungan antara 

suatu fenomena (t�ndakan / kejad�an) dengan gagasan atau makna yang melatarbelakang� 

fenomena tersebut (L�hat : Bung�n, 2003 : 21 ; juga : Suastama, 2010 : 48).

Penel�t�an Hukum Normat�f d�laksanakan melalu� pelaksanaan r�set kepustakaan terhadap 

berbaga� bahan kepustakaan yang d�anggap / d�percaya mengandung data sah�h mengena� asas 

dan ka�dah hukum. Dengan dem�k�an maka dalam r�set hukum normat�f terdapat klas�f�kas� 

sumber data, yakn� bahan hukum pr�mer / utama berupa peraturan-perundangan yang secara sah 

d�keluarkan dan d�berlakukan sebaga� Hukum, m�salnya Undang-Undang, Peraturan Pemer�ntah, 

Keputusan Pengad�lan / Mahkamah, Peraturan Pres�den, Peraturan Menter�, Peraturan Daerah, 

dan sebaga�nya. Bahan Hukum Sekunder terd�r� atas tul�san la�nnya sela�n peraturan perundangan 

yang membahas mengena� hukum. Penel�t�an �n� menggunakan bahan hukum pr�mer berupa 

Undang-Undang (khususnya Undang-undang Hak C�pta yang baru yakn� Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2014).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Komparas� UUHC Lama dan UUHC Baru 

Undang Undang Nomor 19/2002 selanjutnya cukup d�sebut UUHC lama, dan Undang 

Undang Nomor 28/2014 selanjutnya cukup d�sebut UUHC baru, untuk memudahkan dalam 

pemaparan has�l penel�t�an �n�. Dalam komparas� antara �s� kons�derans / dasar pert�mbangan 

UUHC lama dan UUHC baru, d�peroleh has�l antara la�n bahwa pernyataan bahwa “Indones�a 

mem�l�k� keanekaragaman etn�k, sukubangsa, dan budaya serta kekayaan sen� dan sastra” 

dalam UUHC lama, d�h�langkan dan t�dak tampak lag� dalam kons�derans UUHC baru. Ada 

beberapa kemungk�nan yang menyebabkan h�lang atau d�h�langkannya pernyataan tentang 

keragaman Indones�a tersebut. Pertama, d�anggap t�dak perlu lag� / d�anggap t�dak pent�ng 

lag�, kedua, d�anggap semua orang sudah tahu seh�ngga t�dak perlu d�nyatakan secara ekspl�s�t 

lag�, ket�ga, kesadaran tentang ke-bh�nneka tunggal �ka-an sudah h�lang atau sangat merosot 

d� kalangan penyusun UUHC baru. R�set �n� t�dak bermaksud sampa� mengetahu� alasan atau 

dasar pem�k�ran pembentuk UUHC mengapa mengh�langkan but�r pernyataan tersebut (yang 

tentu dapat d�t�ndaklanjut� dengan r�set ber�kutnya mengena� pem�k�ran atau “�deolog�” para 

pembentuk UUHC baru). 

Dalam kons�deran UU Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC Baru) d�nyatakan bahwa : Hak c�pta 

merupakan kekayaan �ntelektual d� b�dang �lmu pengetahuan, sen�, dan sastra yang mempunya� 

peranan strateg�s dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum 

sebaga�mana d�amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republ�k Indones�a Tahun 1945; 

bahwa perkembangan �lmu pengetahuan, teknolog�, sen�, dan sastra, sudah dem�k�an pesat 
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seh�ngga memerlukan pen�ngkatan pel�ndungan dan jam�nan kepast�an hukum bag� penc�pta, 

pemegang Hak C�pta dan pem�l�k Hak Terka�t; bahwa Indones�a telah menjad� anggota berbaga� 

perjanj�an �nternas�onal d� b�dang hak c�pta dan hak terka�t seh�ngga d�perlukan �mplementas� 

leb�h lanjut dalam s�stem hukum nas�onal agar para penc�pta dan kreator nas�onal mampu 

berkompet�s� secara �nternas�onal; bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak 

c�pta sudah t�dak sesua� dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat seh�ngga 

perlu d�gant� dengan Undang-Undang yang baru (UU Nomor 28 Tahun 2014, Bag�an awal / 

kons�deran). 

D�ka�tkan dengan kes�mpulan r�set sebelumnya terhadap UUHC Lama, maka dalam 

penel�t�an �n� juga akan men�t�k beratkan pada beberapa pasal yang d�pandang mendukung �kl�m 

pengembangan Ekonom� Kreat�f, ya�tu Pasal 5, 7, 10, 12, 56, dan 62 ayat 1 dar� Undang-Undang 

nomor 19 tahun 2002 tentang Hak C�pta (UUHC lama), tanpa menutup kemungk�nan untuk 

mel�hat hal-hal pembeda atau hal-hal baru dalam UUHC baru tersebut. Dalam Pasal 1 UUHC 

Baru terdapat beberapa �st�lah baru (yang belum d�kenal dalam UUHC Lama) yang d�ber� 

def�n�s� dalam bab ketentuan umum. Sebaga�mana d�ketahu�, pendef�n�s�an suatu �st�lah adalah 

sangat pent�ng dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan batasan pengert�an suatu kata 

atau frasa dlam suatu UU akan mengh�ndarkan dar� ket�dakpast�an. Kepast�an hukum adalah 

salah satu tujuan hukum. 

Ist�lah baru yang d�def�n�s�kan dalam UUHC baru adalah : Pelaku Pertunjukan, Produser 

Fonogram, F�ksas�, Pend�str�bus�an, Royalt�, Lembaga Manajemen Kolekt�f, Pembajakan, dan 

Gant�rug�. J�ka d�l�hat sek�las tentang �st�lah-�st�lah baru yang d�def�n�s�kan, sepert�nya tampak 

bahwa penyusun UUHC Baru leb�h r�nc� dalam berp�k�r, namun j�ka d�l�hat dar� penjelasan 

yang d�ber�kan kepada t�ap �st�lah tersebut, UUHC Baru cenderung member� kal�mat penjelasan 

leb�h s�ngkat dar�pada UUHC Lama. S�ngkatnya penjelasan atas t�ap �st�lah tersebut mungk�n 

bermaksud ba�k, yakn� agar leb�h r�ngkas, namun j�ka terlalu men�t�kberatkan pada s�ngkatnya 

kal�mat justru dapat berak�bat kurang komprehens�fnya atau kurang lengkapnya pengert�an yang 

d�jelaskan, yang juga pada g�l�rannya tentu berkonsekuens� secara hukum. 

Sebaga� contoh, dalam UUHC Lama maupun UUHC Baru sama sama terdapat def�n�s� 

Penc�pta. Dalam UUHC Lama d�nyatakan : Penc�pta adalah seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama yang atas �nsp�ras�nya melah�rkan suatu c�ptaan berdasarkan kemampuan 

p�k�ran, �maj�nas�, kecekatan, keteramp�lan, atau keahl�an yang d�tuangkan ke dalam bentuk 

yang khas atau bers�fat pr�bad�. Dalam UUHC Baru d�nyatakan : Penc�pta adalah seorang atau 

beberapa orang yang secara send�r�-send�r� atau bersama-sama menghas�lkan suatu c�ptaan yang 

bers�fat khas dan pr�bad�. 

Dalam konteks �n�, sek�las tampak bahwa UUHC Baru leb�h s�mpel dan menuk�k, namun 

dalam konteks la�n, m�salnya def�n�s� tentang Potret, UUHC Lama menyatakan : Potret adalah 

gambar dar� wajah orang yang d�gambarkan, ba�k bersama bag�an tubuh la�nnya ataupun t�dak, 

yang d�c�ptakan dengan cara dan alat apapun. Sedangkan UUHC Baru menyatakan : Potret 

adalah karya fotograf� dengan objek manus�a. Dalam konteks �n� def�n�s� UUHC Lama justru 

kel�hatan leb�h komprehens�f dan ant�s�pat�f. Potret yang tanpa wajah sangat sul�t d��dent�f�kas� 

karena sesungguhnya pembeda utama manus�a satu sama la�n adalah wajah. Pelanggaran hak 

c�pta dengan sarana potret tanpa wajah b�asanya t�dak men�mbulkan masalah, namun ket�ka 
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wajahnya dapat d��dent�f�kas�, barulah memunculkan keuntungan atau kerug�an bag� seseorang 

atau lembaga. 

Pasal 5, 7, 10, 12, 56, 62 (1) UUHC Lama ber�s� tentang hal-hal : Dalam Pasal 5 UUHC 

Lama d�nyatakan bahwa : Yang d�anggap sebaga� “Penc�pta” adalah orang yang namanya 

terdaftar dalam “Daftar Umum C�ptaan” d� D�rektorat Jenderal (Hak C�pta) ; Atau : Orang yang 

namanya d�sebut dalam c�ptaan atau d�umumkan sebaga� penc�pta pada suatu c�ptaan. 

Ketentuan sebaga�mana d�atur dalam Pasal 10 UUHC Lama t�dak lag� d�temukan pada 

bag�an serupa pada UUHC Baru. Dalam Pasal 10 Undang Undang Hak C�pta (UUHC) Lama 

tersebut d�atur tentang hak c�pta atas c�ptaan yang penc�ptanya t�dak d�ketahu�. D�sebutkan 

antara la�n bahwa : Negara memegang hak c�pta atas pen�nggalan prasejarah / sejarah, dan benda 

budaya nas�onal la�nnya (Ayat 1), juga atas folklor dan has�l budaya rakyat yang menjad� m�l�k 

bersama sepert� cer�ta, h�kayat, dongeng, legenda, babad, lagu, keraj�nan tangan, koreograf�, 

tar�an, kal�graf�, dan karya sen� la�nnya (Ayat 2). Setelah d�tel�t� d� dalam UUHC Baru, ketentuan 

sepert� Pasal 10 UUHC Lama tersebut t�dak d�temukan d� tempat serupa dalam UUHC Baru, 

namun setelah d�telusur� lag� leb�h lanjut ternyata ketentuan semacam �tu d�temukan dalam Pasal 

38 dan 39 UUHC Baru.   

Buny� ketentuan Pasal 38 dan 39 UUHC Baru tersebut antara la�n : 

Pasal 38 

(1) Hak C�pta atas ekspres� budaya trad�s�onal d�pegang oleh Negara. (2) Negara waj�b 

meng�nventar�sas�, menjaga, dan memel�hara ekspres� budaya trad�s�onal sebaga�mana d�maksud 

pada ayat (1).(3) Penggunaan ekspres� budaya trad�s�onal sebaga�mana d�maksud pada ayat (1) 

harus memperhat�kan n�la�-n�la� yang h�dup dalam masyarakat pengembannya. (4) Ketentuan 

leb�h lanjut mengena� Hak C�pta yang d�pegang oleh Negara atas ekspres� budaya trad�s�onal 

sebaga�mana d�maksud pada ayat (1) d�atur dengan Peraturan Pemer�ntah.

Pasal 39

(1) Dalam hal C�ptaan t�dak d�ketahu� Penc�ptanya dan C�ptaan tersebut belum d�lakukan 

Pengumuman, Hak C�pta atas C�ptaan tersebut d�pegang oleh Negara untuk kepent�ngan Penc�pta. 

(2) Dalam hal C�ptaan telah d�lakukan Pengumuman tetap� t�dak d�ketahu� Penc�ptanya, atau 

hanya tertera nama al�asnya atau samaran Penc�ptanya, Hak C�pta atas C�ptaan tersebut d�pegang 

oleh p�hak yang melakukan Pengumuman untuk kepent�ngan Penc�pta. (3) Dalam hal C�ptaan 

telah d�terb�tkan tetap� t�dak d�ketahu� Penc�pta dan p�hak yang melakukan Pengumuman, Hak 

C�pta atas C�ptaan tersebut d�pegang oleh Negara untuk kepent�ngan Penc�pta. (4) Ketentuan 

sebaga�mana d�maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) t�dak berlaku j�ka Penc�pta dan/atau 

p�hak yang melakukan Pengumuman dapat membukt�kan kepem�l�kan atas C�ptaan tersebut. 

(5) Kepent�ngan Penc�pta sebaga�mana d�maksud pada ayat (1) dan ayat (3) d�laksanakan oleh 

Menter�.

Dengan dem�k�an maka dengan adanya Pasal 38 dan 39 UUHC Baru �n� tetap member�kan 

acuan (kepast�an) hukum sebaga�mana d�atur dalam Pasal 10 UUHC Lama. Kekhawat�ran 

Penul�s ket�ka pertama kal� mel�hat t�dak adanya ketentuan sepert� Pasal 10 Lama dalam Pasal-



102 Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Tahun 2015Tahun 2015

Pasal d� sek�tar Pasal 10 d� UUHC Baru, k�n� sudah terobat� dengan menemukan Pasal 38 dan 

Pasal 39 dalam UUHC Baru. 

Dalam Pasal 12 UUHC Lama tentang C�ptaan Yang D�l�ndung�, d�katakan bahwa c�ptaan 

yang d�l�ndung� adalah c�ptaan dalam b�dang �lmu pengetahuan, sen�, dan sastra yang mencakup 

antara la�n : a) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tul�s yang 

d�terb�tkan, dan karya tul�s la�nnya ; b) ceramah, kul�ah, p�dato, dan sejen�snya ; c) alat peraga 

dalam pend�d�kan dan ke�lmuan ; d) lagu atau mus�k dengan atau tanpa teks ; e) drama, drama 

mus�kal, tar�, koreograf�, pewayangan, pantom�m ; f) sen� rupa dalam segala bentuk sepert� : sen� 

luk�s, gambar uk�r, kal�graf�, pahat, patung, sen� terapan ; g) ars�tektur; h) peta; �) sen� bat�k; j) 

fotograf�; k) s�nematograf�; l) terjemahan, tafs�r, saduran, bunga rampa�, dan pengal�hwujudan 

la�nnya. 

Dalam UUHC Baru, setelah d�l�hat dalam Pasal 12-nya ternyata sudah berbeda dengan 

Pasal 12 UUHC Lama. Pasal 12 UUHC Baru t�dak lag� ber�s� ketentuan mengena� “c�ptaan yang 

d�l�ndung�”, dan setelah d�l�hat juga dalam pasal-pasal sek�tarnya, mula-mula t�dak d�temukan 

pasal tentang “c�ptaan yang d�l�ndung�”, namun akh�rnya pengaturan tersebut d�temukan dalam 

Pasal 40 UUHC Baru. Dengan dem�k�an pasal per�hal “C�ptaan Yang D�l�ndung�” yang dulu 

d�atur dalam Pasal 12 UUHC Lama k�n� d�atur dalam Pasal 40 UUHC Baru, yang kemud�an 

d�atur pula jangka waktu hak c�pta mas�ng-mas�ng jen�s atau kelompok jen�s c�ptaan tersebut d� 

dalam Pasal 58 UUHC Baru. 

Dar� ketentuan Pasal 12 UUHC Lama yang kemud�an saat �n� d�muat dalam Pasal 40 UUHC 

Baru tersebut tampak bahwa terdapat banyak kesamaan antara jen�s c�ptaan yang d�l�ndung� 

berdasarkan UU Hak C�pta dan subsektor-subsektor ekonom� yang termasuk dalam Ekonom� 

Kreat�f. Subsektor yang termasuk ekonom� kreat�f  yang d�maksud, ya�tu : 1) Ars�tektur; 2) 

Desa�n; 3) F�lm,V�deo & Fotograf�; 4) Kul�ner; 5) Keraj�nan; 6) Mode; 7) Mus�k; 8) Penerb�tan 

dan Percetakan; 9) Perma�nan Interakt�f; 10) Per�klanan; 11) R�set dan Pengembangan; 12) 

Sen� Rupa; 13) Sen� Pertunjukan; 14) Teknolog� Informas�; dan 15) Telev�s� dan Rad�o. (www.

parekraf.go.id, 2014 a). 

Pertanyaan ber�kutnya yang pantas muncul adalah apakah ada perbedaan l�ngkup c�ptaan 

yang d�l�ndung�, antara yang d�atur dalam Pasal 12 UUHC Lama dengan Pasal 40 UUHC Baru? 

Mar� k�ta l�hat. Setelah d�tel�t�, ternyata perbedaannya adalah sebaga� ber�kut : Dalam UUHC 

Baru, “Program Komputer” d�sebutkan sebaga� but�r tersend�r�, sedangkan pada Pasal 12 UUHC 

Lama “Program Komputer” d�masukkan dalam kelompok buku dan has�l karya karya tul�s. (Tetap� 

“Program Komputer” sudah d�def�n�s�kan secara tersend�r� sejak UUHC Lama dalam Pasal 1 

UUHC Lama tentang Ketentuan Umum). Dem�k�an pula mengena� “Sen� Terapan”, dalam Pasal 

12 UUHC Lama “Sen� Terapan” d�kelompokkan bersama sama dengan kelompok Sen� Rupa 

(mel�put� segala bentuk sepert� sen� luk�s, gambar, uk�r, kal�graf�, pahat, patung, kolase), namun 

dalam UUHC Baru, “Sen� Terapan” d�sebutkan sebaga� but�r tersend�r�. 

Dalam UUHC Baru, “Potret” d�sebutkan sebaga� but�r tersend�r� dalam pengelompokan 

tersebut d� atas. Potret d�def�n�s�kan sebaga� karya fotograf� dengan objek manus�a (Pasal 1 

angka 10 UUHC Baru). Sesungguhnya def�n�s� Potret sudah ada dalam UUHC Lama (dalam 

Pasal 1 nya), namun dalam pasal tentang c�ptaan yang d�l�ndung� (Pasal 12 UUHC  Lama), 



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Tahun 2015 103

Potret malah t�dak d�sebutkan. Beberapa hal baru dalam UUHC Baru j�ka d�band�ngkan dengan 

UUHC Lama antara la�n adalah  adanya beberapa �st�lah baru yang d�def�n�s�kan dalam UUHC 

Baru, d�antaranya : Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, F�ksas�, Pend�str�bus�an, Royalt�, 

Lembaga Manajemen Kolekt�f, Pembajakan, dan Gant�rug�. Pelaku Pertunjukan d�def�n�s�kan 

sebaga� seorang atau beberapa orang yang secara send�r�-send�r� atau bersama-sama menamp�lkan 

dan mempertunjukkan suatu C�ptaan. Sementara �tu yang d�maksud dengan Produser Fonogram 

dalam UUHC Baru adalah orang atau badan hukum yang pertama kal� merekam dan mem�l�k� 

tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman buny�, ba�k perekaman 

pertunjukan maupun perekaman suara atau buny� la�n. 

Selanjutnya, def�n�s� Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu 

sal�nan C�ptaan dan/atau fonogram atau leb�h dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara 

permanen atau sementara. F�ksas� adalah perekaman suara yang dapat d�dengar, perekaman 

gambar atau keduanya, yang dapat d�l�hat, d�dengar, d�gandakan, atau d�komun�kas�kan 

melalu� perangkat apapun. Fonogram adalah F�ksas� suara pertunjukan atau suara la�nnya, atau 

representas� suara, yang t�dak termasuk bentuk F�ksas� yang tergabung dalam s�nematograf� atau 

C�ptaan aud�ov�sual la�nnya. Peny�aran adalah pentransm�s�an suatu C�ptaan atau produk Hak 

Terka�t tanpa kabel seh�ngga dapat d�ter�ma oleh semua orang d� lokas� yang jauh dar� tempat 

transm�s� berasal. 

Komun�kas� kepada publ�k yang selanjutnya d�sebut Komun�kas�, menurut UUHC Baru 

adalah : pentransm�s�an suatu C�ptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalu� kabel atau med�a 

la�nnya sela�n Peny�aran seh�ngga dapat d�ter�ma oleh publ�k, termasuk penyed�aan suatu 

C�ptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat d�akses publ�k dar� tempat dan waktu yang 

d�p�l�hnya. Def�n�s� def�n�s� la�nnya dalam UUHC Baru mencakup �s�t�lah-�st�lah sebaga� ber�kut.  

Pend�str�bus�an adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran C�ptaan dan/atau produk 

Hak Terka�t. L�sens� adalah �z�n tertul�s yang d�ber�kan oleh Pemegang Hak C�pta atau Pem�l�k 

Hak Terka�t kepada p�hak la�n untuk melaksanakan hak ekonom� atas C�ptaannya atau produk 

Hak Terka�t dengan syarat tertentu. Royalt� adalah �mbalan atas pemanfaatan Hak Ekonom� 

suatu C�ptaan atau Produk Hak Terka�t yang d�ter�ma oleh penc�pta atau pem�l�k hak terka�t. 

Lembaga Manajemen Kolekt�f adalah �nst�tus� yang berbentuk badan hukum n�rlaba yang d�ber� 

kuasa oleh Penc�pta, Pemegang Hak C�pta, dan/atau pem�l�k Hak Terka�t guna mengelola hak 

ekonom�nya dalam bentuk mengh�mpun dan mend�str�bus�kan royalt�.

Pembajakan adalah Penggandaan C�ptaan dan/atau produk Hak Terka�t secara t�dak 

sah dan pend�str�bus�an barang has�l penggandaan d�maksud secara luas untuk memperoleh 

keuntungan ekonom�. Penggunaan Secara Komers�al adalah pemanfaatan C�ptaan dan/atau 

produk Hak Terka�t dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonom� dar� berbaga� 

sumber atau berbayar. Gant� rug� adalah pembayaran sejumlah uang yang d�bebankan kepada 

pelaku pelanggaran hak ekonom� Penc�pta, Pemegang Hak C�pta dan/atau pem�l�k Hak Terka�t 

berdasarkan putusan pengad�lan perkara perdata atau p�dana yang berkekuatan hukum tetap atas 

kerug�an yang d�der�ta Penc�pta, Pemegang Hak C�pta dan/atau pem�l�k Hak Terka�t.

Sela�n konsep-konsep baru atau �st�lah-�st�lah baru dalam ketentuan umum UUHC baru 

tersebut, ada pula yang hanya ber�s� perubahan / penyempurnaan batasan pengert�annya. M�salnya 
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lembaga peny�aran sejak UUHC Lama sudah d�def�n�s�kan namun dalam UUHC Baru menjad� 

sebaga� ber�kut : Lembaga Peny�aran adalah penyelenggara peny�aran, ba�k lembaga Peny�aran 

publ�k, lembaga Peny�aran swasta, lembaga Peny�aran komun�tas maupun lembaga Peny�aran 

berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungs�, dan tanggung jawabnya sesua� dengan 

ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Keberadaan ketentuan-ketentuan UU Hak C�pta sebaga�mana tersebut d� atas tentunya 

d�harapkan akan leb�h mendukung lag� perkembangan ekonom� kreat�f, utamanya dalam member� 

perl�ndungan atas hak c�pta kepada pelaku ekonom� kreat�f dan juga rasa aman dan nyaman 

dalam bekerja kepada para pelaku ekonom� kreat�f. Sementara �tu, terka�t dengan penegakan 

hukum, dalam pada 56 UUHC Lama antara la�n d�nyatakan bahwa pemegang hak c�pta berhak 

mengajukan gugatan gant�rug� kepada Pengad�lan N�aga atas pelanggaran hak c�ptanya dan 

mem�nta peny�taan terhadap benda yang d�umumkan atau has�l perbanyakan c�ptaan �tu. Dalam 

Pasal 56 UU Hak C�pta tersebut juga d�sebutkan bahwa pemegang hak c�pta juga berhak memohon 

kepada Pengad�lan N�aga agar memer�ntahkan penyerahan seluruh atau sebag�an penghas�lan 

yang d�peroleh dar� penyelenggaraan pertunjukan atau pameran karya yang merupakan has�l 

pelanggaran hak c�pta. 

Dalam pasal 62 Ayat 1 UUHC Lama d�sebutkan bahwa terhadap Putusan Pengad�lan N�aga 

mengena� Hak C�pta �n� hanya dapat d�lakukan kasas�. Bag� masyarakat umum yang belum terlalu 

memaham� prosedur hukum dan perad�lan, ketentuan �n� mungk�n terdengar b�asa-b�asa saja 

dan t�dak ada satu yang �st�mewa atau luar b�asa. Bahkan secara sek�las ada kesan pembatasan 

ketat dar� penggunaan kata “hanya dapat d�lakukan” kasas�, yang secara log�ka bahasa berart� 

harus melalu� prosedur kasas�, t�dak boleh melalu� proedur yang la�n. Padahal maksud ketentuan 

�n� sesungguhnya untuk mempercepat proses perad�lan. Salah satu kelemahan proses perad�lan 

selama �n� adalah lamanya waktu untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum 

meng�kat, karena adanya prosedur berturut-turut ya�tu : pengad�lan t�ngkat pertama, band�ng, 

dan barulah kasas�. Dalam konteks pasal �n� d�maksudkan bahwa t�dak perlu melalu� band�ng 

dulu tetap� dapat langsung ke kasas�.

Baga�mana dengan UUHC Baru? Apakah dua ketentuan terka�t penegakan hukum hak 

c�pta tersebut mas�h d�berlakukan? Mar� k�ta l�hat. Dalam UUHC Baru ternyata mas�h terdapat 

ketentuan sebaga�mana d�atur dalam Pasal 62 UUHC Lama ya�tu dalam Pasal 102 UUHC 

Baru. Art�nya, untuk proses pengad�lan terka�t Hak C�pta �n� tetap d�pertahankan pr�ns�p cepat 

dan sederhana dalam perad�lan, dengan ketentuan langsung kasas� (t�dak melalu� pengad�lan 

t�ngkat band�ng). Dem�k�an pula ketentuan Pasal 56 UUHC Lama tentang Gant�rug� juga tetap 

d�akomodas� dan d�tegaskan kembal� dalam UUHC Baru. Mengena� baga�mana perbedaan 

s�stem dan prosedur penegakan hukum antara UUHC Lama dangan UUHC Baru, ba�k �tu dar� 

seg� t�ngkat kesederhanaan, kecepatan, serta b�aya, dapat d�lakukan r�set tersend�r�.  

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal d� atas, maka dapat d�s�mpulkan sebaga� ber�kut : 

1. Alasan dar� pemberlakuan UUHC Baru, sela�n dar� alasan-alasan yang m�r�p dengan UUHC 

Lama, sebaga�mana d�sebutkan d� bag�an awal UUHC Baru adalah sebaga� ber�kut : Hak 
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c�pta merupakan kekayaan �ntelektual d� b�dang �lmu pengetahuan, sen�, dan sastra yang 

mempunya� peranan strateg�s mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan 

umum sebaga�mana d�amanatkan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa perkembangan 

�lmu pengetahuan, teknolog�, sen�, dan sastra, sudah dem�k�an pesat seh�ngga memerlukan 

pen�ngkatan pel�ndungan dan jam�nan kepast�an hukum bag� penc�pta, pemegang Hak 

C�pta dan pem�l�k Hak Terka�t; bahwa Indones�a telah menjad� anggota berbaga� perjanj�an 

�nternas�onal d� b�dang hak c�pta dan hak terka�t seh�ngga d�perlukan �mplementas� leb�h lanjut 

dalam s�stem hukum nas�onal agar para penc�pta dan kreator nas�onal mampu berkompet�s� 

secara �nternas�onal; bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak c�pta sudah 

t�dak sesua� dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat seh�ngga perlu d�gant� 

dengan Undang-Undang yang baru. Yang merupakan alasan pal�ng utama dar� alasan-alasan 

tersebut adalah pernyataan bahwa Undang-Undang 19 / 2002 sudah t�dak sesua� dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat seh�ngga perlu d�gant� dengan Undang-

Undang yang baru. Sebaga�mana antara la�n dapat d�tunjukkan dengan adanya beberapa 

pengaturan baru m�salnya tentang : Produser Fonogram, F�ksas�, Pend�str�bus�an, Royalt�, 

Lembaga Manajemen Kolekt�f, Pembajakan, dan Gant�rug�. 

2. UUHC baru t�dak secara ekspl�s�t menyebut ekonom� kreat�f namun beberapa pengaturannya 

(m�salnya tentang penyempurnaan aturan tentang hal-hal tersebut d� atas, antara la�n tentang 

Fonogram, F�ksas�, Pend�str�bus�an, Royalt�, Lembaga Manajemen Kolekt�f, Pembajakan) 

.tampaknya akan berdampak pos�t�f terhadap Ekonom� Kreat�f, antara la�n men�ngkatkan 

kepast�an hukum, dan pada g�l�rannya semoga juga dapat men�ngkatkan kemanfaatan 

sebaga�mana menjad� tujuan dar� Hukum, khususnya dalam hal �n� adalah Hukum B�sn�s. 

B. Saran 

Sehubungan dengan has�l penel�t�an �n� maka dapat d�sampa�kan beberapa saran sebaga� 

ber�kut : 

1. Dalam penyusunan atau penggant�an Undang-Undang seba�knya tetap t�dak melupakan 

atau tetap memuat unsur-unsur khas dan keunggulan-keunggulan Indones�a, antara la�n 

kebh�nnekaan, negara kepulauan, f�losof� bangsa, dan sebaga�nya. 

2. Beror�entas� pada kecenderungan global atau �nternas�onal bukan berart� melupakan 

karakter-karakter khusus atau kekhasan-kekhasan Indones�a yang sesungguhnya justru 

merupakan keunggulan yang hanya d�m�l�k� Indones�a dan t�dak d�m�l�k� bangsa la�n d� 

dun�a.

3. Mel�ndung� kepent�ngan global / �nternas�onal harus t�dak mengaba�kan kepent�ngan 

nas�onal. Para pengamb�l keb�jakan dan penyusun poeraturan-perundang-undangan perlu 

tetap mewaspada� strateg� dan takt�k serta �mpl�kas� dar� �deolog�-�deolog� d� dun�a yang 

apat merug�kan Indones�a. 

4. Kead�lan, kemanfaatan, dan kepast�an hukum harus tetap berusaha d�wujudkan dalam 

b�dang hukum dan dun�a usaha, dengan tetap bergerak dalam kor�dor kor�dor sebga�mana 

d�nyatakan dalam saran-saran tersebut d� atas (but�r 1-3). 
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